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SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas berkah yang diberikan kepada kita semua,
sehingga buku ini sampai di tangan pembaca. Saya
menyambut baik keinginan Dr. Muhammad Arsyad
dan tim melalui Riset Kompetitif Nasionalnya dalam
berupaya mengurai (sebagian) aspek penting
penguatan Kkelembagaan dalam pembangunan

pertanian dan perdesaan. Hal ini mejadi sangat vital,
karena perebutan penggunaan sumberdaya pertanian dan perdesaan di
era 4.0 ini akan makin ketat dan sangat berpotensi menimbulkan konflik
sumberdaya di pertanian (Agricultural Resource Conflict). Peran
perguruan tinggi harus mampu menjadi salah satu pemacu pertumbuhan
(engine of growth) dalam pembangunan pertanian, terutama untuk
mengantisipasi lebarnya ketimpangan dan distribusi kesejahteraan
masyarakat melalui diseminasi hasil-hasil penelitian sebagai University
Social Responsibility.

Buku ini akan memiliki sisi lain dalam literatur, karena berupaya
memberikan perhatian penuh pada aspek pembangunan wilayah
perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Indonesia-
Papua Nugini, Indonesia Timor Leste dan Indonesia-Malaysia dalam
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konteks pembangunan pertanian. Pembangunan wilayah perbatasan
akan semakin kompleks, karena harus berbasis kesejahteraan dan
perdamaian. Jika ini tidak diatasi segera (paling tidak oleh
regulasi/penguatan kelembagaan), maka akan sangat sulit melakukan
penataan dan pemetaan potensi sumberdaya pertanian termasuk
percepatan pembangunannya di wilayah perbatasan. Kita sangat berharap
bahwa pembangunan juga dapat dimulai dari wilayah pinggiran-terluar.
Universitas Hasanuddin secara nyata telah melakukan perannya dalam
percepatan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya peningkatan
kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) termasuk didalamnya
kemitraan pembangunan pertanian dan pengabdian masyarakat.

Semoga buku ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan
(khususnya pertanian) di wilayah perbatasan dengan segala
kompleksitasnya.

Makassar, 12 Desember 2019

Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
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PENGANTAR

Monograf ini berisi Model Kelembagaan Pembangunan Pertanian di
Wilayah Perbatasan Terluar Indonesia. Isi utama Monograf ini berbasis
Penelitian Kompetitif Nasional (Terapan), Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, yang dilaksanakan di 3 Provinsi (wilayah
perbatasan), yaitu Provinsi Papua (perbatasan Indonesia-Papua Nugini),
Provinsi Nusa Tenggara Timur (perbatasan Indonesia-Timor Leste) dan
Provinsi Kalimantan Utara (perbatasan Indonesia-Malaysia).

Terimakasih kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak
Dr. Syahrul Yasin Limpo atas sharing dan diskusi programnya untuk
pembangunan pertanian, yang dapat di-connect-kan dengan substansi
buku ini. Kepada senior saya, Prof. Imam Mujahidin Fahmid, saya
menghargai diskusinya yang mendalam dan kebersamaannya di berbagai
diskusi akademik selama masa konstruksi buku ini. Terimakasih kepada
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian
Ristek-Dikti (Badan Riset dan Inovasi Nasional) atas dukungannya yang
sangat berharga terhadap Program Riset Terapan ini.

Terimakasih kepada rektor Universitas Musamus Merauke Prof.
Philipus Betaubun yang membantu mengatasi masalah teknis di lapangan
khususnya di Merauke. Terima kasih juga kepada pimpinan Fakutas
Pertanian, Universitas Borneo Tarakan atas dukungannya dalam
menerima tim peneliti mendiskusikan temuan-temuan awal penelitian di
perbatasan Indonesia-Malaysia, utamanya transmisi perdagangan di
wilayah tersebut. Kepada dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa
Cendana Kupang, Dr Damianus Adar, yang mengetahui kondisi perbatasan
Indonesia-Timor Leste, terimakasih atas segala diskusinya selama kami
berada di "markas" nya. Tak lupa kami apresiasi seluruh mitra dan
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stakeholder yang membantu kelancaran survey di lapangan. Tanpa
bantuan mereka, sangat sulit dibayangkan penelitian ini tuntas.

Kami tentu saja tidak melupakan kontribusi Forum Komunikasi
Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI), Perhimpunan Ekonomi
Pertanian Indonesia (PERHEPI), Asosiasi Jurnal Pertanian Indonesia
(AJPI) atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tim untuk
menjadi Pembicara (Speaker) maupun Pembahas (Discussant) di beberapa
forum ilmiahnya yang membahas issu pembangunan pertanian dan turut
mempertajam analisis dalam buku ini.

Semoga Monograf ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan penguatan kelembagaan pertanian di wilayah
perbatasan terluar Indonesia.

Makassar, 10 November 2019,
Ketua Tim,

Muhammad Arsyad, Ph.D.
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CHAPTER 1
Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 akan dihadapi oleh semua negara dan
"memaksa" Indonesia untuk bersiap melakukan ratifikasi
kemungkinan ketentuan revolusi. Hal ini disebabkan oleh situasi
revolusi industri akan memiliki dampak substansial terhadap kondisi
perekonomian global. Indonesia perlu menyisir sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan komoditas
kakao yang konsisten sebagai sumber devisa negara dan penyerapan
tenaga kerja nasional. Revolusi Industri 4.0 memberi "signal"
keinginan politik pemerintah, penguatan kapasitas dan kelembagaan
produksi, tak terkecuali sektor perkebunan kakao.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu memikirkan standarisasi
produksi yang dapat diterima oleh Pasar Global di era Revolusi
Industri (termasuk Uni-Eropa). Fenomena ini mengindikasikan
Indonesia sangat membutuhkan informasi dan data yang dapat
dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
sekaligus sebagai langkah antisipasi dampak Revolusi Industri 4.0,
terutama jika sektor produksi (petani) belum memiliki daya saing
yang kompetitif, termasuk petani kecil kakao Indonesia yang masih
miskin dan berada di wilayah perbatasan terluar Indonesia seperti
Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Indonesia-Malaysia, dan
Indonesia-Timor Leste.

Sementara harapan besar untuk menopang produksi dan ekspor
kakao nasional ke pasar global (termasuk Uni-Eropa), salah satunya
ada di wilayah perbatasan. Karena itu, sangat penting jika dilakukan
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pemetaan profil kemiskinan dan kebijakan alternatif penanganan
kemiskinan petani kakao di wilayah perbatasan. Tujuan khusus
penelitian: (1) menyusun profil kemiskinan petani kakao di wilayah
perbatasan terluar Indonesia, (2) mengkonstruksi model alternatif
penanganan kemiskinan petani kakao di wilayah perbatasan terluar
Indonesia, (3) mengaplikasikan Interpretative Sctructural Modeling
(ISM) untuk penguatan kelembagaan produksi kakao di wilayah
terluar, (4) memformulasi kebijakan dan naskah akademik sebagai
bahan pertimbangan delegasi Indonesia di forum Revolusi Industri
4.0. Namun monograf ini akan secara spesifik mendeskripsikan
kelembagaan pertanian di wilayah perbatasan terluar Indonesia.

Urgensi yang luput dari perhatian adalah dari total produksi
kakao yang dicapai 90,83% diproduksi oleh perkebunan rakyat yang
dilakukan secara subsistem (tradisional) oleh petani kecil yang miskin.
Sisanya 3,41% perkebunan PTPN dan 3,95% perkebunan swasta.
Fakta ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kontribusi petani
kecil kakao Indonesia dalam peningkatan produksi (dengan
pertumbuhan 11,69% per tahun yang lebih tinggi dibanding rata-rata
pertumbuhan nasional 10,49% per tahun).

Hal esensial lainnya yang perlu diingat bahwa pertumbuhan
produksi kakao nasional tersebut salah satunya datang dari wilayah
perbatasan terluar Indonesia, seperti perbatasan Indonesia-Papua
Nugini, Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Timor Leste. Ini
mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah perbatasan yang berfokus
pada produksi perkebunan kakao perlu menjadi perhatian penting
dalam penanganan kemiskinan petani. Jika Indonesia tidak memiliki
petani kecil kakao yang secara terus menerus berproduksi, maka
Indonesia tidak akan dapat menghindari penurunan pertumbuhan
produksi kakao, yang akan mengakibatkan berkurangnya volume dan
nilai ekspor, yang selanjutnya akan berdampak negatif terhadap
penurunan devisa.
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Persoalan mendesak berikutnya adalah penanggulangan
kemiskinan petani kakao di wilayah perbatasan terluar Indonesia
sebagai salah satu ujung tombak produksi dan ekspor kakao nasional
kepasar Uni-Eropa di era Revolusi Industri 4.0. Saat yang sama,
lemahnya perencanaan dan penganggaran di daerah turut menjadi
penyebab "beratnya" Indonesia berkompetisi secara ekonomi di
kawasan ASEAN dan Pasar Uni-Eropa. Dalam kondisi seperti ini,
Indonesia  (terutama wilayah perbatasan terluar)  sangat
membutuhkan solusi alternatif penanganan kemiskinan secara
prioritas dan tepat sasaran untuk menopang keberlanjutan produksi
dan ekspor kakao nasional di era Revolusi 4.0.



Model Kelembagaan Pertanian untuk Wilayah Perbatasan Indonesia



Muhammad Arsyad DKK

CHAPTER 11
Analisis Struktur Kelembagaan

A. Kebutuhan data

Untuk menganalisis struktur kelembagaan, dibutuhkan dua
blok data utama. Pertama, Data Sekunder adalah data/informasi
aktual yang telah didokumentasikan melalui institusi terkait,
baik yang pro maupun kontra terhadap kelembagaan
pengembangan petani kakao di Indonesia. Data/informasi yang
dimaksudkan adalah yang dapat menunjang: (1) penguatan
fungsi dan peran kelembagaan pengelolaan sumberdaya lokal
dan/atau pertanian, dan (2) formulasi kegiatan strategis dalam
pengembangan kelembagaan tersebut. Kedua, Data Primer
adalah yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara
dan diskusi pakar/praktisi (Gambar 1). Kebutuhan data primer
yang dimaksudkan dapat dirinci seperti pada Tabel 1.

Tahapan kegiatan untuk memperoleh data sesuai dengan
kebutuhan dapat dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan elemen dan sub elemen. Ada dua elemen dalam
analisis ini; (/) lembaga-lembaga pemeran dalam penguatan
kelembagaan petani kakao, (ii) program strategis dalam rangka
pengembangan petani kakao. Setiap elemen dijabarkan atas
sejumlah sub-elemen berdasarkan pertimbangan: (1) tujuan
penelitian yang ingin dicapai, (2) model analisis, dan (3) hasil
kosultasi pakar/praktisi termasuk pejabat lembaga yang
berkaitan dengan kelembagaan petani kakao dan pengelolaan
sumberdaya LOKAL (Gambar 1).
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Gambar 1. Wawancara dan diskusi dengan akademisi
Universitas Borneo Tarakan (UBT)

Untuk mengidentifikasi peran lembaga dan program strategis
dalam kelembagaan pengelolaan pertanian di daerah perbatasan,
ditetapkan 20 sub-elemen lembaga, dan 14 sub- elemen
program strategis (Tabel 2).

2. Penyusunan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri atas dua bagian (A dan B) yang disusun
berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jumlah
pertanyaan dari kedua bagian Kkuesioner dapat
ditunjukkan sebagaimana tertera pada Tabel 2.
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Tabel 1. Struktur dan karakteristik data untuk kebutuhan analisis
kelembagaan produksi kakao di daerah perbatasan

_ Kegunaan Sumber
Data Karakteristik Data
Data Data
Data tentang Lembaga lembaga | Untuk Wawancara
lembaga- lembaga sebagai pemeran | mengidentifik | dengan
pemeran dalam dalam penguatan | asi dan responden
penguatan kelembagaan menetukan
kelembagaan petani | petani kakao, seberapa
kakao di daerah menurut posisi: besar peran
perbatasan terluar - independent sebuah
Indonesia - linkage lembaga
- dependent dalam rangka
- autonomous penguatan

kelembagan

petani kakao
Data tentang Tingkat Untuk Wawancara
program strategis kepentingan mengidentifik | dengan
dalam upaya program strategis | asidan Pakar/
peningkatan dalam upaya menentukan | Praktisi
produksi yang peningkatan tingkat
dapat mereduksi produksi yang kepentingan
kemiskinan petani dapat mereduksi materi
kakao di daerah kemiskinan pendidikan
perbatasan terluar petani kakao, dan pelatihan
Indonesia. menurut posisi: dalam rangka

- independent
- linkage

- dependent

- autonomous

pengembanga
n petani
kakao
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3. Penetapan sampel/responden.
melalui pendekatan sistem pakar (expert system approach)
(Eriyatno,
Penetapan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling
dengan ketentuan mewakili personil pada bidang/instansi
masing-masing. Jumlah ahli/praktisi sebagai sampel yang
disyaratkan 25 orang, dengan prioritas yang memiliki tingkat
pemahaman, penguasaan, dan/atau terlibat langsung dalam

1999) dengan menggunakan metode

bidang tugas usaha kebun kakao.

Penelitian ini dilaksanakan

Tabel 2. Jumlah pertanyaan menurut elemen dan sub-elemen

Jumlah Jumlah
Sub Karakteristik data sasaran
Pertanyaan
Elemen

A (Lembaga 32 496 Sub elemen sebagai variabel

dalam untuk mengidentifikasi

kelembagaan lembaga-lembaga pemeran

produksi kakao) dan/atau sebaiknya
berperan dalam
kelembagaan produksi
kakao di daerah perbatasan
terluar Indonesia.

B (Program 14 91 Sub-elemen sebagai variabel

strategis dalam program strategis dalam

kelembagaan upaya peningkatan produksi

produksi kakao) kakao yang dimaksudkan
dapat mereduksi kemiskinan
petani kakao di daerah
perbatasan terluar
Indonesia.

survey.
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B. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis Interpretative Structural Modelling (ISM), yaitu untuk
menganalisis data/informasi tentang: (1) sub-sub elemen sebagai
program strategis dalam upaya peningkatan produksi yang dapat
mereduksi kemiskinan petani kakao di Indonesia, (2) sub-sub
elemen sebagai program strategis dalam upaya peningkatan
produksi yang dapat mereduksi kemiskinan petani kakao di
Indonesia, dan (3) sub-sub elemen tentang lembaga-lembaga
pemeran dalam penguatan kelembagaan petani kakao, dengan
prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Analisis data ISM seperti dikemukakan pada Gambar 2,

dilakukan dengan tahapan-tahapan utama sebagai berikut:

1) Menyusun structural self-interaction matrix (SSIM) dengan
menggunakan hasil tabulasi kuesioner.

2) Menyusun tabel reachability matrix, dengan mengganti simbol-
simbol V, A, X, O pada kuesioner dengan angka 1 dan 0.

3) Menyusun Matrix Driver Power - Dependent (DP - D) yang
terdiri dari empat kuadran.

4) Menyusun model struktural (tingkat/level) setiap elemen

Berdasarkan Matrix Driver Power - Dependent dapat
ditetapkan kepentingan setiap sub-elemen, melalui empat posisi
sebagai berikut:

1) Posisi autonomus, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada
di posisi ini tidak berkaitan dengan program, atau
hubungannya sangat kecil.

2) Posisi dependent, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada
di posisi ini adalah tidak bebas, artinya semua bergantung
pada tindakan terhadap sub- elemen lainnya. Karena itu, sub-
elemen di posisi ini tidak penting dalam hubungannya
dengan program.
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3)

4)

Posisi linkage, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada di
posisi ini sangat penting dan perlu dikaji secara hati-hati sebab
hubungan dengan sub-elemen lainnya tidak stabil. Setiap
tindakan terhadap suatu sub-elemen akan memberikan dampak
terhadap sub-elemen ini dan umpan balik pengaruhnya bisa
memperbesar dan/atau menimbulkan dampak dan/atau
masalah baru. Dengan kata lain, setiap tindakan pada sub-
elemen tersebut akan menghasilkan kesuksesan, sebaliknya
lemahnya perhatian terhadap sub-elemen ini  akan
menyebabkan kegagalan.

Posisi independent, menunjukkan bahwa sub-elemen di posisi
ini merupakan variabel bebas, yaitu merupakan kekuatan
penggerak  (driver  power) yang besar, disamping
kebergantungannya terhadap sub-elemen lainnya kecil.
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PROGRAM

v

Uraikan Prog. Jadi Perenc. Program

v

Uraikan elemen jadi sub elemen

v

Tentukan hub. kontekstual antar sub elemen

v

Susun SSIM untuk setiap sub elemen

v

Bentuk RM setiap sub elemen =~ €&—

v

Uji matriks dengan aturan transivity

Tidak

Modifikasi SSIM
oK?

v 3 ¥

Tetapkan DP dan D setiap
sub elemen

v

Tentukan rank & hierarki
dari sub elemen
Plot sub elemen pada *
empat sektor

Plot sub elemen Uraikan RM jadi Format
pada empat sektor lower tringular RM

Tetapkan Driver Power &
Dependence setiap elemen

v

Plot sub elemen pada

v empat sektor
Plot sub elemen pada
d
empat sektor - *

Klasifikasi sub elemen pada
empat peubah kategori

Gambar 2. Diagram alir teknik ISM (Eriyatno, 1999).
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CHAPTER III
Kelembagaan Pengelolaan

Sumberdaya Lokal Perbatasan

A. Struktur dan koordinasi antar lembaga

Daerah perbatasan menjadi parameter keberhasilan
pembangunan wilayah, baik dalam konteks regional maupun
nasional. Karena itu, pengelolaan daerah perbatasan adalah suatu
keniscayaan, untuk membawa wilayah perbatasan Indonesia keluar
dari kemelut keterisolasian dan ketertinggalan kesejahteraan
masyarakat (Sudiar, S. 2015). Pemerintah (pusat dan daerah) dan
masyarakat pada umumnya memiliki empat beban/tanggung jawab
terhadap pembangunan kewilayahan, yaitu: (1) pengelolaan lahan,
(2) pengelolaan tata air, (3) pengelolaan vegetasi/hutan, dan (4)
pengelolaan aktivitas manusia dalam menggunakan sumberdaya
alam (Gambar 3). Mekanisme koordinasi pengelolaan perbatasan
melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2011. Rapat
koordinasi nasional antara BNPP Pusat, BPP Provinsi dan BPP
Kabupaten/kota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun, yaitu koordinasi tentang perencanaan,
pengorganisasian/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pembangunan daerah perbatasan (Kemendagri, 2011).

Uraian ini mengindikasikan bahwa baik lembaga, maupun regulasi
yang mengatur penatakelolaan wilayah perbatasan sudah tersedia.
Meskipun demikian, keberadaan lembaga (pusat dan daerah) dan
regulasi (Rinduk 2015-2019), belum menunjukkan hasil sesuai

13
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harapan (Istijono, & Bambang, 2012). Fakta di lapangan

menunjukkan sebagai berikut:

1. Meskipun potensi sumber daya alam cukup besar, masyarakat
masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal;

2. Tingginya frekuensi kecemburuan sosial akibat adanya
kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah
perbatasan Malaysia;

Gambar 3. Sumberdaya lahan, air, vegetasi/hutan, dan intervensi
manusia terhadap SDA, sebagai beban/ tanggung jawab dalam
pembangunan

3. Masih lemahnya kontrol/pengawasan, baik pengawasan
terhadap program, maupun pengawasan wilayah/geografi
diperbatasan;

4. Maraknya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga
negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya.

14
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Keempat kenyataan lapangan tersebut merupakan masalah
yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah dan
masyarakat, khususnya bagi lembaga-lembaga terkait dengan
pengelolaan perbatasan. Karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk
mengungkap apakah penguatan kelembagaan ini diperlukan
sebagai salah satu strategi untuk memperkuat komitmen
pengelolaan potensi sumberdaya di daerah perbatasan Indonesia.

Pengelolaan daerah perbatasan tidak dipandang secara
parsial (keamanan perbatasan), melainkan lebih bersifat holistik/
komprehensif untuk pengembangan ekonomi dan penguatan/
penataan kelembagaan kawasan perbatasan (BNPP, 2015). Secara
umum daerah perbatasan memiliki potensi sumberdaya alam yang
cukup besar (Ghafur. M. F, 2016). Namun kekayaan alam tersebut
belum dapat dikelola secara optimal dan terintegrasi.

Salah satu kendala dalam pengelolaan sumberdaya alam
adalah lemahnya sistem kelembagaan. Lemahnya sistem
kelembagaan adalah akibat ketidakoptimalan tiga komponen
kelembagaan, yaitu organisasi, aturan main, dan fungsi. Dalam
kondisi kelembagaan seperti ini, muncul dua sifat lembaga yaitu
lembaga yang melembaga, dan lembaga yang tidak melembaga.

Organisasi pengelolaan perbatasan terdiri atas lembaga
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Gambar 4). Dalam sistem
kelembagaan, organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk
memberlakukan segala perangkat aturan/norma untuk mencapai
tujuan. Secara umum, organisasi dalam konteks kelembagaan
mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai operative institution
dan sebagai regulative institution. Sebagai operative institution,
fungsi organisasi dalam sistem kelembagaan untuk menghimpun
berbagai pola, tata cara atau perangkat aturan dalam mengelola
aktivitas masyarakat/stakeholder yang diperlukan untuk mencapai
tujuan lembaga. Sedangkan sebagai regulative institution, adalah
fungsi organisasi dalam sistem kelembagaan yang bertujuan untuk
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mengawasi tata kelakuan setiap aktivitas anggota masyarakat/
stakeholder.

Kementrian

PUSAI / Lembaga

PROPINSI

Maswy o st

KABUPAIEN

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-
2019

Gambar 4. Kordinasi BNPP dan BPPD dalam Pengelolaan Daerah
Perbatasan.

Aturan main dalam kelembagaan adalah segala bentuk
kebijakan yang mengatur hak dan tanggung jawab. Ini dapat
dimaknai lebih jelas dengan melihat perbedaan pengertian
kelembagaan sebagai organisasi, dan kelembagaan sebagai aturan
main. Kelembagaan dalam konteks organisasi lebih mengarah
kepada mekanisme administrasi dan kewenangan. Sedangkan
kelembagaan sebagai aturan main (rule of the game) tiada lain
adalah adanya seperangkat aturan baik formal, maupun informal
yang mengatur tata hubungan antara organisasi, individu, dan
lingkungannya sehingga melahirkan hak dan tanggung jawab.
Karena itu dalam kelembagaan menjadi semakin jelas siapa untuk
melakukan apa dan dalam kondisi bagaimana ia melakukan apa.
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Fungsi; adalah komponen yang tidak kalah penting dalam
kelembagaan. Adanya organisasi dan peraturan perundang-
undangan tidak menjamin tercapainya tujuan. Pencapaian tujuan
sangat ditentukan oleh kebijakan dan peraturan perundang-
undangan dipatuhi sebagai aturan main, sehingga melahirkan
fungsi koordinasi antar lembaga terkait (Gambar 4).

Koordinasi

Koordinasi

SKPD Setingkat
. Koordinas SKPD
Provinsi/

Kabupaten

Koordinasi BPP
Kabupaten

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-
2019

Gambar 5. Fungsi koordinasi dalam kelembagaan pengelolaan
perbatasan

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab:
(1) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, (2)
pemerintah provinsi, dan (3) pemerintah kabupaten/kota
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(Kemendagri, 2011), sehingga melahirkan fungsi: (1) koordinasi
dalam pelaksanaan pembangunan antar pemerintah pusat, daerah
dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan (2)
kontrol/pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  kawasan
perbatasan. Kestabilan dan tingkat kesejahteraan daerah
perbatasan menjadi ukuran kesejahteraan dan keharmonisan
daerah yang bersangkutan (Sujiono, 2016).

Peran kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya daerah
perbatasan

Peran lembaga-lembaga merupakan dasar yang mendasari
kegiatan sosial ekonomi suatu daerah (Kun, A. CL. C, 2013). Temuan
awal penelitian yang sedang dilakukan (Skema Penelitian Terapan
2019), menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang sebaiknya
berperan dalam pengelolaan daerah perbatasan terdistribusi tiga
sektor. Ke-16 lembaga sebagai sub-elemen dianalisis melalui
Interpretative Structural Modeling. Hasilnya menunjukkan, empat
lembaga di posisi independent, dan masing-masing enam di posisi
linkage dan dependent (Tabel 3 dan Gambar 6).
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Tabel 3. Lembaga pemeran dalam pengelolaan sumberdaya menurut
bobot driver power-dependent (DP-D) di daerah perbatasan Indonesia

Bobot ‘

Posisi Lembaga Pemeran

DP | D |

Inpendent SKPD Kabupaten/Kota 1,00 | 0,44
Bappeda Kabupaten/Kota 094 | 0,50
Masyarakat lokal 0,94 | 0,50
Institusi pendidikan 0,94 | 0,31
Linkage Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) 0,56 | 0,75
Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Provinsi 0,75 | 0,69
BPP Kabupaten/Kota 0,81 | 0,56
Kepolisian Resort 0,69 | 0,56
Lembaga donor 1,00 | 0,56
Investor lokal 0,94 | 0,62
Dependent Investor asing 0,75 | 0,62
SKPD Provinsi 0,31 | 0,69
Bappeda Provinsi 0,31 | 0,81
Pemangku adat 0,19 | 0,67
Kepolisan Daerah (Polda) 0,19 | 0,81
LSM 0,06 | 0,69
Autonomous - -

Secara teori lembaga di posisi independent memiliki daya
penggerak kuat terhadap program, sedangkan di posisi linkage
adalah lembaga yang disamping daya penggeraknya kuat, juga
sangat bergantung pada lembaga lainnya. Manajemen lembaga
diposisi ini perlu lebih hati-hati, sebab disamping memiliki daya
penggerak yang besar, juga sangat bergantung pada lembaga
lainnya. Kebergantungan pada lembaga lain berpotensi sebagai
penyebab munculnya masalah baru atau memperbesar masalah
baru.

Lembaga-lembaga yang berada di posisi dependent
merupakan lembaga dengan bobot driver power (DP) yang kecil,
disamping memiliki bobot dependent yang besar. Artinya lembaga-
lembaga memiliki daya penggerak yang lemah terhadap
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pengembangan daerah perbatasan, namun memiliki
kebergantungan terhadap lembaga lainnya yang sangat besar.

16 5 13
15 16 7;11 15
14
13 3
12 Independent 2 | Linkage
11 9
10
9 1
8
7
6 Autonomous 14 = Dependent
5 4 6
4
3 12 8
2
1 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15|16

Keterangan:

1 = Badan Nasional Pengelolaan 9 = Kepolisian Resort (Polres)
Perbatasan (BNPP) 10 = LSM

2 = Badan Pengelolaan Perbatasan 11 = Masyarakat lokal
(BPP) Provinsi 12 = Pemangku adat

3 = BPP Kabupaten/Kota 13 = Lembaga donor

4 = Satuan Kerja Perangkat Daerah 14 = Investor asing
(SKPD) Provinsi 15 = Investor lokal

5 = SKPD Kabupaten/Kota 16 = Institusi pendidikan

6 = Bappeda Provinsi
7 = Bappeda Kabupaten/Kota
8 = Kepolisian Daerah (Polda)

Gambar 6. Matriks driver power-dependent (DP-D) lembaga-lembaga
dalam pengelolaan sumberdaya di daerah perbatasan Indonesia.
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Karena itu peran lembaga di posisi ini tidak menjadi prioritas
dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Keenam lembaga di posisi
dependent ini umumnya adalah SKPD ditingkat provinsi.
Keberhasilan lembaga ini sangat ditentukan oleh koordinasinya
dengan SKPD otonom (kabupaten/kota), sebagai lembaga pemeran
prioritas di posisi independent dan linkage.

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa dari ke-16 sub
elemen (lembaga) yang dianalisis, 10 diantaranya merupakan
lembaga pemeran prioritas, bahkan dua diantaranya (SKPD
Kabupaten/Kota dan lembaga donor) merupakan lembaga kunci.
Karena itu peran ke-10 lembaga tersebut perlu dimaksimalkan
untuk mendukung penguatan kelembagaan pengelolaan daerah
perbatasan Indonesia. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kestabilan keamanan di daerah perbatasan. Melalui penguatan
kelembagaan, koordinasi antar lembaga yang multi sektor dan
multi fungsi diharapkan mampu membawa daerah perbatasan
keluar dari ketertinggalan berdasarkan indikator infrastruktur dan
kesejahteraan masyarakat.
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CHAPTER IV
Model Kelembagaan Pertanian

A. Penguatan Kelembagaan Petani Kakao di Daerah Perbatasan

Terluar Indonesia

Untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga pemeran yang
diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan produksi
kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia, penelitian ini
menganalisis 32 sub-elemen. Hasil analisis Interpretative Structural
Modelling (ISM) menunjukkan bahwa ke- 32 sub-elemen yang
dimaksudkan terdistribusi pada tiga sektor yaitu (1) 15 sub elemen
berada di posisi independent, (2) enam sub elemen di posisi
dependent, dan (3) 11 sub elemen di posisi outonomous. Posisi
masing-masing sub-elemen ini menunjukkan urutan prioritas
seberapa besar daya penggerak (driver power) setiap sub-elemen
(lembaga) dalam memperkuat kelembagaan petani kakao
Khususnya di daerah perbatasan Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke-32 sub-
elemen (lembaga) tersebut, hanya 15 sub-elemen sebagai lembaga
yang memiliki daya pergerak yang besar terhadap pengemabngan
produksi kakao di masa yang akan datang. Ke-15 lembaga yang
dimaksudkan berada di posisi independent. Selanjutnya enam
lembaga berada di posisi dependent dan 11 sub elemen lainnya di
posisi autonomus, seperti ditunjukkan pada Gambar 7.
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1. Kementerian Lingk. Hidup &
Kehutanan

2. Kementerian Pertanian/ Dirjen.
Perkebunan

3. Kementerian Perindustrian dan
Perdagangan

4. Kementerian Koperasi/ Usaha
Kecil dan Menengah

5. Kementerian Perhubungan

6. Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

7. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia

8. Kementrian Desa, Pemb. Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

9. Lembaga Penelitian/ Perguruan
Tinggi

10. International Cocoa Organization
(Icco)

11. Forum Koordinasi Manajemen
Kebun (FKMK)

12. Dewan Kakao Indonesia

13. Asosiasi Kakao Indonesia
(Askindo)

14. Asosiasi Petani Kakao Indonesia
(APKI)

15. Asosiasi Industri Kakao Indonesia

(AIKI)
16. Dinas Lingk. Hidup & Provinsi
Kehutanan

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.
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Dinas Perkebunan Provinsi
Dinas Pertanian Provinsi
Dinas Perindag Provinsi
Dinas Koperasi/ UKM
Provinsi

Dinas Perhubungan Provinsi
BPMD Provinsi

Lembaga Perbankan
Lembaga
Pemasaran/Koperasi
Pekebun Kakao (KPK)
Dinas Kehutanan & L.H
Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten
Dinas Perindag. Kabupaten
Dinas Koperasi/Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten
Dinas Perhubungan
Kabupaten

BPMD Kabupaten

Badan Penyuluhan
Perkebunan Kabupaten
Kelompok Tani/Gapoktan

Gambar 7. Posisi Driver Power-Dependent lembaga lembaga pemeran

dalam kelembagaan produksi kakao di daerah perbatasan Indonesia

25



Model Kelembagaan Pertanian untuk Wilayah Perbatasan Indonesia

26

1. Lembaga-lembaga di posisi independent

Hasil analisis Interpretative Structural Modelling (ISM)
menunjukkan 15 lembaga yang berada di posisi independent
sebagaimana tertera pada Tabel 4 dan Gambar 7. Dari ke 15
lembaga di posisi ini, ada tiga di antaranya sebagai lembaga
pemeran prioritas kunci yaitu: (1) Badan Penyuluhan
Perkebunan Lapangan Kabupaten, (2) Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (3) Dinas
Perkebunan Provinsi. Ketiga lembaga ini memiliki daya
penggerak (driver power) yang besar (DP rata-rata = 1,00).
Karena itu hasil analisis ISM mengidentifikasi bahwa ketiganya
merupakan lembaga kunci dalam kelembagaan produksi kakao,
khususnya dalam hal peningkatan produksi untuk mereduksi
kemiskinan petani di Indonesia. Indikasi dari keberadaan ketiga
lembaga ini menunjukkan bahwa produksi kakao tetap berjalan
dan geliat ekonomi petani akan tetap hidup selama ketiga
lembaga ini masih menunjukkan peran, kendatipun pada batas
minimal yang dapat ditoleransi.

Indikasi ketiga lembaga ini dapat dikemukakan bahwa,
jika ketiga lembaga ini tetap eksis dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya, tanpa kontribusi lembaga lainnya,
usahatani kakao tetap berjalan dan produksi dalam kondisi yang
kondusif bahkan boleh jadi mengalami peningkatan. Meskipun
demikian, yang diharapkan oleh petani bukan sekedar adanya
kenaikan produksi, melainkan adanya peningkatan pendapatan
yang dapat mengantar petani ketingkat pemenuhan kebutuhan
ekonomi yang lebih baik (move out poverty). Ketiga lembaga ini
merupakan lembaga yang telah menunjukkan peran selama ini
meskipun peningkatan peran dan fungsi ketiga lembaga ini
mutlak dibutuhkan khususnya dimasa-masa yang akan datang.
Selain ketiga lembaga kunci (Tabel 4), masih terdapat 12
lembaga lainnya dengan urutan prioritas sebagai berikut.
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Tabel 4. Bobot Driver Power-Dependent (DP-D) lembaga-lembaga
pemeran dalam kelembagaan untuk mereduksi kemiskinan petani kakao
di daerah perbatasan terluar Indonesia

Program Strategi

Independent | 1. Kementerian Pertanian/Dirjen
Perkebunan 0,81 | 0,44
2. Kementerian Perindustrian dan
Perdagangan 0,78 | 0,50
3. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia 0,94 | 0,06
4. Kementrian Desa, Pemb. Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi 094 | 0,06
5. Lembaga
Penelitian/PerguruanTinggi 0,59 | 0,37
6. Asosiasi Industri Kakao Indonesia
(AIKI) 081 |0,28
7. Dinas Perkebunan Provinsi 1,007 | 0,19
8. Dinas Pertanian Provinsi 0,72 0,50
9. BPMD Provinsi 0,69 | 041
10. Lembaga Pemasaran/Koperasi
Pekebun Kakao (KPK) 0,78 | 0,37
11. Dinas Pertanian Kabupaten 0,59 0,47
12. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten 0,72 | 0,50
13. BPMD Kabupaten 0,62 0,41
14. Badan Penyuluhan Perkebunan
Lapangan Kabupaten 1,007 | 0,19
15. Kelompok Tani/Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan)
1,009 | 0,12
Rata-rata | 0.79 0.37
Linkage - - -
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Posisi Program Strategi

Dependent 1. Kementerian Lingkungan Hidup &

Kehutanan 0,03 0,81
2. Kementerian Perindustrian dan

Perdagangan 0,12 | 0,56
3. Kementerian Perhubungan 0,06 0,66
4. Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional 0,16 0,62
5. Forum Koordinasi Manajemen

Kebun (FKMK) 0,06 | 0,59
6. Dewan Kakao Indonesia 0,16 0,53

Rata-rata | 0.10 0.63

Autonomous | 1. International Cocoa Organization

(IccO) 0,06 | 0,04
2. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) 0,25 0,47
3. Asosiasi Petani Kakao Indonesia

(APKI) 031 |031
4. Dinas Lingkungan Hidup

&ProvinsiKehutanan 0,03 | 0,50
5. Dinas Perindag Provinsi 0,41 0,34
6. Dinas Koperasi/UKM Provinsi 0,06 | 0,47
7. Dinas Perhubungan Provinsi 0,06 | 0,50
8. Lembaga Perbankan 0,09 0,50
9. Dinas Kehutanan &Lingk. Hidup

Kabupaten 0,09 | 041
10. Dinas Koperasi/Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten 0,19 | 0,34
11. Dinas Perhubungan Kabupaten 0,06 0,47

Rata-rata | 0.55 0.39

Keterangan: ) Lembaga kunci
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Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, dan
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi berada pada posisi prioritas kedua. Kedua
lembaga ini memeliki nilai kepentingan peringkat kedua
sebagaimana ditunjukkan dengan bobot Driver Power masing-
masing (DP) = 0,94 (Tabel 4). Hal sesuai dengan tupoksinya
lembaga penelitian kakao dapat dipastikan bahwa lembaga
tersebut merupakan sumber inovasi terkait dengan
pengembangan kakao sekarang dan di masa-masa mendatang.
Demikian pula Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi sebagai lembaga tingkat pusat
memiliki peran yang amat dibutuhkan dalam pengembangan
dan pengentasan kemiskinan perdesaan khususnya di daerah
perbatasan terluar Indonesia.

Lembaga yang berada pada posisi prioritas ketiga adalah
(1) Kementerian Pertanian/Dirjen Perkebunan, (2) Asosiasi
Industri Kakao Indonesia (AIKI) dengan perolehan bobot Driver
Power masing-masing mencapai (DP) = 0,81. Kementerian
Pertanian/Dirjen Perkebunan diharapkan berkiprah di tataran
kebijakan yang dapat mengayomi petani kakao di daerah
perbatasan. Kontribusi lembaga ini akan lebih efektif jika
terbangun suatu koordinasi dengan Asosiasi Industri Kakao
Indonesia (AIKI). Peran AIKI sangat dibutuhkan oleh petani
kakao di daerah perbatasan Kkhususnya dalam hal
pengembangan industri pengolahan dan pemasaran. Pemasaran
merupakan masalah yang krusial dirasakan oleh petani kakao di
perbatasan khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
Karena itu kontribusi Kementerian Perindustrian dan
Perdagangan serta Lembaga Pemasaran/Koperasi Pekebun
Kakao (KPK) sangat dibutuhkan.

Kementerian  Pertanian/Dirjen  Perkebunan sedapat
mungkin berperan sebagai lembaga koordinator agar
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mengoordinasikan peningkatan mutu kakao melalui pendekatan
agribisnis partisipatif (Participatory Agribusiness Approach,
PAA). Konsep pendekatan agribisnis yang dimaksudkan adalah
pendekatan partisipatif melalui pemberdayaan para petani agar
mampu menerapkan usahatani melalui kelompok, untuk
menghasilkan biji kakao sebagai produk yang kompetitif.
Usahatani kelompok yang diharapkan bukan hanya sebatas
adanya Kelompok Tani/Gapoktan, melainkan terbentuknya
badan usaha seperti koperasi yang berorientasi pada profit.
Karena itu peningkatan mutu biji kakao melalui pendekatan
agribisnis akan dapat diwujudkan melalui koordinasi tiga
lembaga kementerian, yaitu: Kementerian Pertanian/Dirjen
Perkebunan, Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI),
Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi/UKM.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta
Lembaga Pemasaran/Koperasi Pekebun Kakao (KPK) adalah
lembaga tingkat pusat yang sangat dibutuhkan memberikan
kontribusi ditataran kebijakan harga, industri dan pemasaran.
Hasil wawancara dengan penyuluh perkebunan tanggal 4 Juli
2019 terungkap bahwa petani kakao di Pulau Sebatik menjual
produk (biji kakao) ke pedagang pengumpul asal Malaysia yang
masuk ke Indonesia secara illegal. Dalam hal ini petani kakao
sangat dirugikan akibat adanya praktik menopoli harga. Karena
itu, untuk mengatasi hal ini peran Kementerian Perindustrian
dan Perdagangan serta Lembaga Pemasaran/Koperasi Pekebun
Kakao (KPK) dengan bobot Driver Power masing-masing (DP) =
0,78 sebagai lembaga prioritas keempat dalam pengembangan
kelembagaan petani kakao, khususnya di daerah perbatasan
sangat dibutuhkan. Kedua lembaga ini perlu membangun
koordinasi dengan lembaga lainnya di posisi independent demi
terciptanya kestabilan harga khususnya di daerah perbatasan
terluar Indonesia.
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Lembaga pemeran prioritas kelima adalah Dinas
Pertanian Provinsi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten, dengan bobot Driver Power masing-masing (DP) =
0,72. Hasil analisis Interpretative Structural Modeling (ISM)
menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Provinsi adalah salah satu
lembaga yang sangat dibutuhkan memberikan kontribusi dalam
hal pengembangan kelembagaan produksi kakao di daerah
perbatasan. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan belum
menunjukkan peran yang efektif, akibat adanya pemahaman
tentang perbedaan bidang pertanian dan perkebunan.
Pengalaman dibeberapa daerah bahwa dalam pengembangan
kakao, peran Dinas Pertanian sangat besar dalam mendukung
pengembangan kakao khususnya pada tahap awal sebelum
kakao berproduksi. Penanaman kakao sering ditumpangsarikan
dengan tanaman pertanian sehingga kebutuhan ekonomi petani
ditunjang oleh produksi pertanian sebelum petani memperoleh
hasil dari kakao. Disinilah pentingnya koordinasi kedua lembaga
sebagai pengayom usahatani demi keberlanjutan ekonomi
petani.

Demikian pula Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten adalah salah satu di antara sekian Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya (tupoksi) sangat terkait dengan misi kelembagaan
produksi kakao. Terlebih lagi jika pengembangan kelembagaan
produksi kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia yang
berorientasi ke masa depan sebagai langkah antisipasi
kebijakan Asean Economic Community.

Jika peningkatan produksi untuk mereduksi kemiskinan
petani kakao menjadi misi kelembagaan produksi kakao, maka
teknik pengolahan produk sekunder perlu diterapkan dan itu
merupakan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Perindag) Kabupaten dan provinsi. Dinas Perindustrian setiap
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provinsi yang merupakan sentra kakao perlu mengambil
langkah koordinasi dengan lembaga terkait lainnya guna
mewujudkan pengembangan agroindustry berbasis kakao.
Karena itu dalam optimalisasi kelembagaan produksi kakao,
peran Dinas Perindag baik di kabupaten/kota, maupun provinsi
perlu dioptimalkan dalam nuansa kelembagaan yang harmonis.

Lembaga pemeran prioritas keenam adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Kabupaten
(BPMD Provinsi dan BPMD Kabupaten). Berdasarkan hasil
analisis ISM menunjukkan bobot masing-masng DP = 0,69 dan
0,62. BPMD merupakan lembaga pemeran yang amat penting
dalam kelembagaan petani kakao, berdasarkan tupoksinya
sebagai lembaga (1) perumus dan pelaksana kebijakan dibidang
pemberdayaan masyarakat desa, (2) pelaksana evaluasi dan
pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, dan (3)
pelaksana administrasi dalam bidang pemberdayaan
masyarakat desa. Karena itu, pemeran lembaga ini sangat
dibutuhkan agar sedapatmungkin membangun koordinasi
dengan lembaga-lembaga pemeran lainnya dalam bidang usaha
kebun kakao guna mendorong dan membangkitkan ekonomi
perdesaan pada umumnya.

Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi, dan Dinas
Pertanian Kabupaten adalah lembaga pemeran prioritas ketujuh
dengan bobot driver power masing-masing DP = 0,59. Artinya,
kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam kelembagaan
produksi kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia. Telah
banyak penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian
perguruan tinggi, kendatipun hasilnya belum banyak diakses
dan diaplikasikan, khususnya dalam hubungannya dengan
perumusan kebijakan perkakaoan. Selain dalam bentuk
penelitian, perguruan tinggi banyak melakukan pengabdian
masyarat dalam bentuk pendampingan terhadap petani kakao
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di lapangan. Demikian pula dengan Dinas Pertanian Kabupaten
seyogianya menjadi motor penggerak dan pendukung
kebangkitan usahakebun kakao dalam praktik sistem tumpang
sari.

. Lembaga-lembaga di posisi dependent

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa terdapat enam
lembaga yang menempati posisi dependent, yaitu (1)
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, (2) Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan, (3) Kementerian Perhubungan,
(4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (5) Forum
Koordinasi Manajemen Kebun (FKMK), dan (6) Dewan Kakao
Indonesia.

Posisi dependent mengindikasikan bahwa sub-elemen
yang tergabung di dalamnya memiliki daya penggerak (driver
power) yang lemah (DP rata-rata 0,10), dan dependent yang
besar (D rata-rata 0,63). Hal ini mengindikasikan bahwa sub-
elemen yang tergabung di posisi ini memiliki daya
penggerak/pengaruh yang sangat lemah terhadap penguatan
kelembagaan produksi kakao khususnya di daerah perbatasan
terluar Indonesia, namun sebaliknya memiliki kebergantungan
yang besar terhadap sub-elemen lainnya. Artinya lembaga-
lembaga yang ada di posisi ini sangat bergantung pada lembaga
lainnya. Karena itu, lembaga-lembaga ini belum dapat dijadikan
prioritas dalam hal pengembangan produksi kakao. Peran
lembaga-lembaga ini akan berjalan dan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan produksi kakao, setelah termotivasi
oleh sub-elemen (lembaga) lainnya baik di posisi independent
dan/atau linkage.

Keenam lembaga tersebut (Tabel 4), merupakan lembaga
dengan tupoksi pada tataran perumusan kebijakan tingkat
pusat. Karena itu, dalam hubungannya dengan implementasi
kebijakan di perdesaan (daerah perbatasan) memerlukan alur
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birokasi yang amat panjang. Karena itu kontribusi keenam
lembaga ini terhadap pengembangan produksi kakao khususnya
di daerah perbatasan akan nyata efeknya jika lembaga-lembaga
bawahannya yang ada di daerah berjalan dan terbangun
koordinasi dengan lembaga tingkat pusat.

. Lembaga-lembaga di posisi autonomous

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa ke-32 lembaga
yang dianalisis, terdapat sebelas lembaga yang berada pada
posisi autonomous seperti ditunjukkan Gambar 7, dengan bobot
driver power dan dependent (DP - D) rata-rata DP= 0,15, dan D=
0,39. Kecilnya bobot DP dan D yang peroleh mengindikasikan
bahwa kesebelas lembaga ini tidak merupakan faktor penggerak
terhadap pengembangan produksi kakao khususnya di daerah
perbatasan terluar Indonesia. Ke-11 di posisi autonomous ini
adalah: (1) International Cocoa Organization (ICCO), (2)
Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), (3) Asosiasi Petani Kakao
Indonesia (APKI), (4) Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
Provinsi, (5) Dinas Perindustrin dan Perdagangan Provinsi, (6)
Dinas Koperasi/UKM Provinsi, (7) Dinas Perhubungan Provinsi,
(8) Lembaga Perbankan, (9) Dinas Lingkungan Hidup &
Kehutanan Kabupaten, (10) Dinas Koperasi/Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten, dan (11) Dinas Perhubungan Kabupaten.

Dari ke-11 lembaga tersebut beberapa lembaga
diantaranya memiliki keterkaitan bahkan sangat erat
hubungannya dengan usahatani kakao, seperti (1) International
Cocoa Organization (ICCO), (2) Asosiasi Kakao Indonesia
(Askindo), dan (3) Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI).
Namun Kkenyataan menunjukkan bahwa Kkeberadaan dan
program ketiga lembaga ini belum menyentuh masyarakat
diperdesaan terluar Indonesia. Karena itu stakeholders dalam
kelembagaan produksi kakao belum memperhitungkan sebagai
kekuatan penggerak program di masa yang akan datang.
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Demikian pula dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada
di provinsi dan kabupaten yaitu: (1) Dinas Lingkungan Hidup &
Kehutanan Provinsi, (2) Dinas Perindustrin dan Perdagangan
Provinsi, (3) Dinas Koperasi/UKM Provinsi, (4) Dinas
Perhubungan Provinsi, (5) Dinas Kehutanan & Lingkungan
Hidup Kabupaten, (6) Dinas Koperasi/Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten, (7) Dinas Perhubungan, dan (8)
Perbankan, belum dapat diharapkan untuk memberikan
kontribusi secara nyata terhadap pengembangan produksi
kakao.

Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi sebaiknya
dapat memberikan motivasi kepada petani bahwa pengelolaan
lahan untuk usahatani kakao merupakan usahatani yang
berwawasan lingkungan ketimbang usahatani tanaman
semusim. Demikian pula Dinas Perindag sebaiknya mampu
mengantarkan petani untuk mencapai pasar dan harga kakao
yang stabil, sedangkan perbankan dapat membantu petani
dalam hal kemudahan mengakses permodalan demi kelanjutan
usahatani mereka.

. Model struktur kelembagaan petani kakao di daerah
perbatasan terluar Indonesia

Dalam hal pengelolaan kelembagaan produksi kakao di
daerah perbatasan terluar Indonesia, dapat disusun model
struktural lembaga-lembaga seperti Gambar 8. Lembaga-
lembaga pada level 1 adalah lembaga pemeran kunci yang
ditandai dengan bobot DP masing-masing 1,00. Dalam hal
manajemen, ketiga lembaga ini perlu memperoleh pembinaan
yang perlu diutamakan. Pengaruhnya sangat besar terhadap
keberhasilan program. Di samping kebergantungannya
terhadap lembaga lainnya sangat kecil. Ketiga lembaga ini dapat
diibaratkan bahwa selama masih ada petani (Kelompok
tani/Gapoktan), ada penyuluh, dan ada Dinas Perkebunan

35



Model Kelembagaan Pertanian untuk Wilayah Perbatasan Indonesia

sebagai pengayom satu-satunya, maka produksi kakao tetap
berjalan, meskipun disana-sini terdapat sekian banyaknya
tantangan sebagaimana kenyataan selama ini. Karena itu,
dibutuhkan dukungan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan
urutan prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.

Dinas Perkebunan Provinsi
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Gambar 8. Model Struktur peran lembaga-lembaga dalam
penguatan kelembagaan produksi kakao di daerah perbatasan
terluar Indonesia
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Lembaga-lembaga pada level 2, adalah Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao dan Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan bobot Driver Power (DP) dan
Dependent (D) masing-masing 0,94 dan 0,06. Bobot DP yang dan
besar dan kecilnya D yang dimiliki merupakan indikasi bahwa
kedua lembaga sangat dibutuhkan kontribusinya secara
langsung melalui koordinasi dengan lembaga lainnya yang perlu
menyentuh petani kakao di perdesaaan. Jika kontribusinya
kepada petani selama ini belum terbangun, maka untuk kedepan
semestinya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal menjadi pionir dalam mengayomi masyarakat
perdesaan dalam mendesain masa depan mereka.

Lembaga-lembaga pada level 3, adalah Kementerian
Pertanian/Dirjen Perkebunan dan Asosiasi Industri Kakao
Indonesia (AIKI) dengan bobot Driver Power (DP) masing-
masing 0,81, dan bobot dependent (D) masing-masing 0,44 dan
0,28. Kedua lembaga ini merupakan lembaga tingkat pusat yang
sangat dibutuhkan perannya dalam pengembangan kakao
khususnya di daerah perbatasan. Sebagai lembaga pusat peran
kedua lembaga ini banyak berada ditataran kebijakan. Karena
itu terbangunnya koordinasi dengan lembaga terkait lainnya
baik ditingkat provinsi maupun di daerah otonom menjadi
kebutuhan yang mendasar demi untuk mewujudkan
kemandirian petani kakao diperdesaan.

Lembaga-lembaga yang berada di posisi level 4 adalah
Kementerian  Perindustrian/Perdagangan = dan Lembaga
Pemasaran/Koperasi Pekebun Kakao dengan bobot Driver
Power masing-masing DP = 0,78. Kedua lembaga ini merupakan
lembaga tingkat pusat yang memiliki tupoksi di bidang industri
dan pemasaran. Sama dengan lembaga tingkat pusat lainnya
tentu saja memiliki jalur biroksi yang panjang untuk sampai ke
petani diperdesaan. Namun demikian dengan adanya lembaga
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yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ada di kabupaten/kota, maka tidak ada alasan jika peran
penting kedua lembaga ini menjadi tidak nampak khususnya di
daerah perbatasan terpencil. Salah satu hal penting adalah
perlunya penguatan koordinasi antara lembaga tingkat pusat
dan daerah. Pengalaman buruk tentang harga komoditi selama
ini dihampir semua daerah tidak terurus kecuali beras. Kakao,
kopi, sawit dan beberapa komoditi pertanian lainnya mengalami
nasib pemasaran yang sama yaitu harga yang tidak stabil dan
berdampak terhadap kehidupan ekonomi petani. Semua ini
merupakan indikasi lemahnya sistem kelembagaan yang ada.

Lembaga-lembaga yang berada di level 5 adalah Dinas
Pertanian Provinsi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten, dengan dengan bobot Driver Power masing-masing
DP = 0,72. Dinas Pertanian yang didalamnya tercakup bidang
perkebunan  telah  menjalankan  tupoksinya dibidang
agroteknologi dengan berbagai program khususnya untuk
meningkatkan produksi. Meskipun pada sisi lain dihampir
semua daerah otonom, sektor pemasaran komoditi pertanian/
perkebunan masih merupakan faktor penghambat. Salah satu
temuan dalam penetian ini adalah besarnya bobot driver power
(DP = 0,72) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
yang mengemban tupoksi dalam bidang industri dan
pemasaran/perdagangan. Artinya lembaga ini sangat
dibutuhkan untuk mengayomi petani kakao dalam bidang
pemasaran dan kestabilan harga. Meskipun hal yang
dikemukakan terakhir belum terwujud selama ini, namun
kedepan peran lembaga ini sangat dibutuhkan untuk mengantar
petani dalam mendesain kehidupan ekonomi keluarganya.

Lembaga yang berada di level 6 dan 7 masing-masing
adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi
dan BPMD Kabupaten, dengan bobot driver power masing-
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masing DP = 0,69 dan 0,62. BPMD mengemban tugas dalam hal
perumusan koordinasi kebijakan teknis, yang meliputi bidang
(1) pemberdayaan ekonomi, (2) pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan teknologi
tepat guna, serta (3) penyelenggaraan pengelolaan administrasi
dan tata kelelola badan.

Salah satu Sub Bidang yang sangat dekat dengan
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
adalah Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonmi Masyarakat,
dengan tupoksi antara lain: (1) melaksanakan fasilitasi dan
penyelenggaraan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat, (2) melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terkait
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
masyarakat, dan (3) melaksanakan fasilitasi pengembangan
produk unggulan perdesaan.

Mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini (BPMD)
sebagaimana dikemukakan di atas yang sangat relevan dengan
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani kakao di
daerah  perbatasan, maka hasil analisis penelitian
merekomendasikan bahwa BPMD adalah salah satu lembaga
yang perlu memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ekonomi masyarakat perdesaan Kkhususnya di daerah
perbatasan terluar Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas badan
ini perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti
Dinas Pertanian/Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan
Assosiasi Kakao Indonesia, demi untuk mempercepat realisasi
bagaimana mengangkat kesejahteraan petani (farmers welfare)
kakao khususnya di daerah perbatasan terluar Indonesia.

Lembaga-lembaga yang berada di level 8 adalah Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan
Tinggi dan Dinas Pertanian Kabupaten dengan bobot driver
power masing-masing DP = 0,59. Perguruan Tinggi adalah

39



Model Kelembagaan Pertanian untuk Wilayah Perbatasan Indonesia

B.

40

lembaga akademik yang mengemban Tridharma Perguruan
Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Khusus penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat berada di bawah tanggung
jawab LPPM, yang senatiasa membuat kajian-kajian ilmiah di
berbagai bidang dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dan
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
dan pemerintah.

Dinas Pertanian Kabupaten yang didalamnya terdapat
bidang perkebunan selama ini telah menjalankan berbagai
program dalam upaya peningkatan produksi. Namun dengan
program-program yang telah dijalankan tidak cukup untuk
membawa petani kakao mendesain ekonomi keluarganya. Hal
ini disebabkan oleh pasar yang tidak stabil. Disinilah pentingnya
pelibatan lembaga yang membidangi sektor pemasaran seperti
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Lembaga-lembaga di level 9 dan seterusnya seperti pada
Gambar 8 tidak dideskripsikan dalam sub uraian ini karena
berdasar analisis ISM lembaga -lembaga tersebut tidak masuk
lembaga prioritas yang perlu menyentuh masyarakat perdesaan
sebagaimana ditunjukkan dengan bobot driver power masing-
masing DP < 0,50. yang hanya berada pada posisi dependent.

Program Strategi dalam Pengembangan Produksi Kakao di
Daerah Perbatasan Terluar Indonesia

Untuk mengidentifikasi program strategis yang diharapkan
mampu mereduksi kemiskinan petani kakao di daerah perbatasan
terluar Indonesia, penelitian ini menganalisis 14 sub-elemen. Hasil
analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) menunjukkan
bahwa ke-14 sub-elemen yang dimaksudkan terdistribusi pada tiga
sektor yaitu: (1) 4 sub elemen berada di posisi independent, (2)
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enam sub elemen di posisi linkage, dan (3) empat sub elemen di
posisi  dependent. Posisi masing-masing sub-elemen ini
menunjukkan urutan prioritas seberapa besar daya penggerak
(driver power) setiap sub-elemen (program) guna mereduksi
kemiskinan petani kakao khususnya di daerah perbatasan terluar
Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke-14 program
yang dianalisis, hanya 10 sub-elemen sebagai program strategis
yang memiliki daya pergerak yang besar terhadap penurunan
kemiskinan petani kakao di masa yang akan datang. Ke-10 program
yang dimaksudkan enam program strategis di posisi independent,
dan empat program strategis lainnya berada di posisi linkage,
seperti ditunjukkan pada Gambar 9.

1. Program strategis di posisi independent

Hasil analisis Interpretative Structural Modelling (ISM)
menunjukkan empat program strategis yang berada di posisi
independent sebagaimana tertera pada Tabel 5 dan Gambar 9.
Dari ke empat program strategis di posisi ini, ada tiga di
antaranya merupakan program strategis kunci yaitu: (1)
penerapan kebijakan harga, (2) Penerapan Teknik pengolahan
produk primer (fermentasi), dan (3) Penerapan teknik
pengolahan produk sekunder (produk samping, produk antara,
dan produk akhir). Ketiganya memiliki daya penggerak (driver
power) yang besar (DP rata-rata = 1,00). Karena itu hasil analisis
ISM mengindentifikasi bahwa ketiga program ini merupakan
kunci dalam mereduksi kemiskinan petani kakao, khususnya di
daerah perbatasan terluar Indonesia. Indikasi lain dari ketiga
program ini dapat dikemukakan bahwa, selama ketiganya masih
berjalan secara optimal, produksi kakao akan tetap meningkat
dan menjamin Kkesejahteraan petani, bahkan masyarakat
perdesaan pada umumnya. Petani akan termotivasi dalam
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melakukan usahatani jika harga produk dipasaran tetap stabil

dan menguntungkan.

Teknik pengolahan produk sekunder ini terungkap
sebagai program strategis dalam penelitian ini berdasarkan

analisis ISM (DP = 1,00 dan D = 0,50). Program ini merupakan

program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan petani kakao di daerah perbatasan terluar

Indonesia. Pengolahan produk sekunder dapat dibedakan yaitu
produk samping, produk antara, dan produk akhir. Pengolahan
produk samping yang dapat meningkatkan pendapatan petani
antara lain adalah: (1) pemrosesan pulpa (lendir) menjadi nata,
dan (2) pemrosesan pulpa menjadi jus dan es jeli.
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Keterangan:

1. Penyiapan benih sesuai dengan kebutuhan/ pengalaman
petani

2. Diversifikasi tanaman kakao dengan tanaman produktif

3. Penumbuhkembangan industri hilir (lokal, regional, dan
nasional)

4. Penerapan teknik produksi

5. Penerapan manajemen agribisnis

6. Penerapan system Pengendalian Hama Terpadu:
(Pemangkasan, Pemupukan, Pemanenan, Penyarungan buabh,
dan Sanitasi, P4S).

7. Penerapan Teknik pengendalian penyakit busuk buah
(Phytophorapalmivora)

8. Penerapan Teknik pengendalian penyakit pembuluh kayu
(Vascular streak dieback)

9. Penerapan Teknik pengolahan produk primer (fermentasi)

10.Penerapan teknik pengolahan produk sekunder (produk
samping, produk antara, dan produk akhir)

11.Pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)

12.Pemberdayaan Forum Koordinasi Manajemen Kebun
(FKMK).

13.Penerapan kebijakan harga

14.Transportasi input pertanian

Gambar 9. Posisi program strategi dalam peningkatan produksi
kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia

Pengolahan produk sekunder selain pengolahan produk
samping yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan
petani adalah pengolahan produk coklat setengah jadi yaitu:
pasta, lemak dan bubuk cokelat. Sedangkan pengolahan produk
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akhir (produk jadi) yang memiliki potensi pasar tinggi adalah
bubuk cokelat (Nuddin, 2015).

Pengolahan produk sekunder ini sangat potensil untuk
meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, karena
teknologi yang dibutuhkan merupakan teknologi tepat guna
yang dapat diadopsi oleh petani. Karena itu dalam penelitian ini,
peningkatan produksi yang dapat ditunjukkan sebagai salah
satu strategi peningkatan produksi yang diharapkan dapat
mereduksi Kkemiskinan petani kakao termasuk di daerah
perbatasan terluar Indonesia.

Selain ketiga program strategis kunci sebagaimana
dikemukakan di atas, analisis ISM menunjukkan satu program
strategis lain di posisi independent yaitu diversifikasi tanaman
kakao dengan tanaman produktif, seperti dikemukakan pada
Gambar 9 dan Tabel 5.

Diversifikasi tanaman kakao dengan tanaman produktif
menjadi sangat penting, untuk membantu pemenuhan
kebutuhan hidup petani sebelum tanaman kakao produktif.
Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen ini
merupakan variabel yang amat penting dalam pengembangan
produksi kakao (DP = 0,93 dan D = 0,50). Hasil penelitian di
Sulawesi Selatan dan Barat menunjukkan bahwa tidak sedikit
petani yang meninggalkan lahan usahatani bekerja pada bidang
lain, sebelum kakao produktif. Hal ini terpaksa dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang mendesak. Para
petani hanya dapat bekerja disektor informal dengan
pendapatan secukupnya. Pada saat yang bersamaan usahatani
kako yang ditinggalkan menjadi terbengkalai setelah berbulan
tanpa pemeliharaan yang cukup.
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Tabel 5. Program strategi dalam upaya peningkatan produksi
kakao untuk mereduksi kemiskinan petani kakao di daerah
perbatasan terluar Indonesia

. . Bobot
Posist Program Strategi 21 D
Indeplndent | 1. Diversifikasi tanaman kakao dengan tanaman produktif 093 |030
2. Penerapan teknik pensolahan produk primer (permentass) 1,00% | 030
3. Penerapan Teknik pensolahan produk sekunder
(produk samping. produk antara. dan produk akhir) 1007 | 030
4. Kebijzkan harga 1,007 | 030
Rata-rata 098 |04
Linkage 1. Peayiapen benth sesua: dengan kebutuhan' pengalaman petant 064 |0.78
2 Pemumbuhkembancan mdustr hilsr (lokal regronal dan nasional) | 071 | 064
3. Penerapan teknik produks: 078 |06
4. Penerapan system Pengendalsan Hama Terpadu: (Pemangkasan.
Pemupukan Pemanenan Penvarungan buah, dan Sanstast) (P4S). | 071 | 064
3. Penerapen teknik pengendalian penvakit busuk buah 064 |064
6. Transportast mput pertansan 078 |064
Rata-rata 071 | 066
Dgpendent | 1. Penerapan manajemen agribisass 036 |086
2. Penerapan Teknik pengendalian penyakit pembuluh kayu
(Vascular streak dieback) 028 |086
3. Pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekxonomi (SKE) 014 | 086
Rafa-rata 023 |086
Awdonomous —

Keterangan: *) Program kunci

Karena itu bukan sesuatu yang keliru, untuk membantu
petani khususnya di daerah perbatasan maka strategi
diversifikasi tanaman kakao dengan jenis tanaman pangan
jangka pendek yang produktif dan laku di pasar dapat
diterapkan. Diversifiksi tanaman kakao dengan jenis tanaman
lain yang produktif jangka pendek, memungkinkan petani untuk
memperoleh penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidup
keluarganya, terutama sebelum usahatani kakao produktif.
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Kebijakan harga yang stabil, menjadi harapan petani.
Setinggi apapun capaian kuantitas dan kualitas produksi, jika
tidak dikuti pasar dan harga yang stabil mustahil tujuan
pembangunan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan
petani kakao dapat dikatakan tercapai. Pengalaman masa silam
menunjukkan bahwa banyak komoditi bahkan komoditi ekspor
sekalipun yang berhasil ditingkatkan secara kuantitas, tetapi
tidak berdampak positif secara ekonomi terhadap petani.
Kontribusi positif sektor pertanian lebih banyak dirasakan oleh
mereka yang bergerak dibidang pemasaran/ perdagangan,
dibandingkan dengan mereka para petani (produsen). Salah
satu faktor penyebabnya adanya ketidakstabilan harga. Tidak
jarang terjadi bersamaan dengan meningkatnya produksi
dengan anjloknya harga. Hal semakin diperparah oleh
keberadaan tengkulak yang sengaja mempermainkan
harga/monopoli pasar ditingkat petani. Meskipun yang terakhir
ini, kadang-kadang antara petani dan pedagang pengumpul
telah mebuat komitmen awal, namun komitmen yang
dimaksudkan terjadi dalam kondisi keterpaksaan oleh petani
akibat tekanan ekonomi keluarga yang perlu terpenuhi saat itu.
Karena itu, persoalan kebijakan harga yang pantastis mutlak
dan sangat diperlukan dalam hubungannya dengan penurunan
angka kemiskinan petani kakao di Indonesia, yang dalam
penelitian terungkap sebagai salah satu program strategi (DP =
1,00 dan D = 0,30) dalam rangka pengembangan produksi
kakao.

Penerapan teknik pengolahan produk primer/fermentasi
(biji kakao), mutlak perlu menjadi sasaran pengembangan
produksi kakao Indonesia. Karena itu dalam penelitian ini hasil
analisis ISM mengungkapkan bahwa pengolahan produk
primer/fermentasi biji kakao (DP = 1,00 dan D = 0,50),
merupakan salah program strategi dalam pengembangan
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produksi kakao. Menurut Mulato (2010), pengolahan hasil
kakao rakyat merupakan salah satu sub-sistem agribisnis yang
perlu diarahkan secara kolektif. Keuntungan penerapan
pengolahan secara kolektif adalah agar biji kakao bermutu
tinggi dapat memenuhi jumlah yang layak untuk membangun
jalur dan mekanisme pemasaran yang menguntungkan.
Meskipun demikian, hasil wawancara dengan petani di lapangan
juga mengungkapkan bahwa ketidakstabilan harga juga
dirasakan oleh petani dimana perbedaan harga kakao yang
difermentasi dan yang tidak melalui fermentasi sangat tidak
signifikan. Itulah sebabnya petani merasa enggan untuk
melakukan permentasi sehingga hal ini berdampak buruk
terhadap rendahnya mutu kakao yang dihasilkan oleh petani.

Keempat program ini memiliki kekuatan (daya
penggerak) terhadap pengembangan produksi kakao yang
ditunjukkan rata-rata DP = 0,98, disamping nilai
kebergantungan terhadap program lainnya rendah dengan nilai
rata-rata D = 0,45.

. Program strategis di posisi linkage

Ada enam program yang termasuk dalam posisi linkage
ini sebagaimana ditunjukkan dengan bobot driver power dan
dependent yang tinggi (> 0,50). Indikasi dari tingginya bobot
rata-rata DP dan D adalah bahwa keenam program tersebut
perlu dikelola secara efektif, sebab disamping memiliki
pengaruh yang besar terhadap program pengembangan kakao,
juga dapat menjadi faktor penyebab kegagalan program akibat
adanya pengaruh dari variabel lain. Inilah dampak dari besar
bobot dependent setiap program. Keenam program strategis
yang dimaksudkan adalah: (1) Penyiapan benih sesuai dengan
kebutuhan/pengalaman petani, (2) penumbuhkembangan
industri hilir (lokal, regional, dan nasional), (3) penerapan
teknik produksi, (4) penerapan sistem pengendalian hama
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terpadu: (pemangkasan, pemupukan, pemanenan, penyarungan
buah, dan sanitasi), (5) penerapan teknik pengendalian penyakit
busuk buah dan (6) transportasi input pertanian,

Penyiapan benih sesuai dengan kebutuhan/pengalaman
petani; masalah benih input usahatani dan perkebunan yang
amat penting. Benih yang berkualitas sangat menentukan
kuantitas dan kualitas produksi pada masa-masa mendatang
suatu usahatani. Meskipun demikian hal ini sering menjadi
masalah krusial ditingkat petani akibat kekurangmampuan
petani dalam hal permodalan sehingga terkendala dalam
penyiapan bibit. Pengalaman di Sulawesi Selatan menunjukkan
bahwa tidak jarang pemerintah memberikan bantuan bibit,
meskipun sering tidak berjalan sesuai dengan harapan. Program
ini sering terkendala oleh waktu dan pengalaman petani.
Bantuan bibit sampai ke petani pada saat musim kemarau.
Selain itu jenis bibit yang disiapkan oleh pemerintah atau
lembaga donor lainnya tidak sesuai dengan jenis bibit yang
diinginkan menurut pengalaman petani. Karena itu, untuk
menghindari terjadinya kegagalan dimasa yang akan datang,
segala bentuk bantuan termasuk bantuan bibit dan teknologi
perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada
petani sebagai ujung tombak implementasi di lapangan.

Penerapan teknik produksi (DP = 0,78 dan D = 0,64), dan
penerapan teknik pengendalian penyakit busuk buah (DP = 0,64
dan D = 0,64) adalah dua di antara enam sub-elemen yang
berada di posisi linkage sebagai program strategis dalam
pengembangan produksi kakao. Kedua sub-elemen ini
merupakan variabel yang sangat besar pengaruhnya atau secara
langsung berpengaruh terhadap produksi secara kuantitas.
Karena itu dari sisi nilai kepentingannya, teknologi yang perlu
dikembangkan adalah teknologi yang dapat diadopsi oleh petani
berdasarkan pengalaman di daerah masing-masing. Pengalaman
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penerapan teknologi yang dipaksakan kepada petani pada masa
lalu sering berakhir dengan kejadian konflik secara tidak
langsung, dan rasa saling tidak percaya antara petani dan unsur
lembaga pengelola program. Karena itu penerapan kedua
teknologi di atas sebagai program strategis dalam peningkatan
produksi kakao, memerlukan kejelian sesuai dengan kesiapan
petani dan kondisi di lapangan.

Hasil analisis ISM menunjukkan penerapan sistem
Pengendalian Hama Terpadu (PHT), merupakan salah satu
program strategi dalam peningkatan produksi kakao (DP = 0,71,
dan D = 0,64). Seperti pada usahatani lainnya, dalam usahatani
kakao sedapat mungkin dapat menghindari serangan hama dan
penyakit, untuk mempertahankan produksi baik secara
kuantitas, maupun kualitas. Karena itu dilakukan tindakan
pencegahan (preventive). Meskipun demikian tindakan ini tidak
serta merta menjamin tanaman kakao terhindar dari serangan
hama dan penyakit. Kondisi seperti ini membutuhkan tindakan
pengendalian hama terpadu (PHT) seperti dikemukakan oleh
Asrul (2013) yaitu: (1) pengendalian hama secara mekanis
(pemangkasan), (2) pengendalian hama secara biologi
(memelihara musuh alami) dan (3) pengendalian hama secara
kimia (penggunaan pestisida).

Transportasi input pertanian, merupakan masalah
dibanyak kalangan petani kakao. Adanya sarana transportasi
yang tidak lancar berdampak terhadap meningkatnya harga
pupuk dan input produksi lainnya. Di samping itu dengan
keterbatasan pemilikan modal bagi petani membuat semakin
memperparah masalah yang melilit petani dalam hal
pengembangan usahataninya. Keterbatasan prasarana dan
sarana transportasi dapat menghambat petani dalam
menjangkau pasar. Permasalahan ini relevan dengan hasil
analisis ISM (DP = 0,78 dan D = 0,64) yang mengindikasikan
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perlunya perhatian terhadap transportasi input pertanian
sebagai salah satu program strategis dalam program
peningkatan produksi kakao khususnya di daerah perbatasan
terluar Indonesia.

Penumbuhkembangan industri hilir merupakan salah satu
program strategi dalam pengembangan produksi kakao (DP =
0,71), yaitu mengubah bentuk produk primer (biji kakao)
menjadi barang jadi yang siap konsumsi, antara lain: (1) produk
samping (nata/sirup kakao, dan bahan baku pupuk kompos), (2)
produk antara (pasta, lemak dan bungkil), dan (3) produk akhir
(makanan cokelat) (Mulato, et al. 2010). Produk-produk industri
ini perlu diwujudkan sehingga dapat mengangkat kesejahteraan
masyarakat.

. Model struktur program strategis dalam kelembagaan

petani kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia

Salah satu upaya mempercepat pencapaian tujuan
kelembagaan pengembangan produksi kakao di daerah
perbatasan terluar Indonesia, penting disusun model struktur
berdasarkan urutan prioritas setiap program seperti Gambar
10. Model struktural ini sekaligus menggambarkan peringkat
kestrategisan masing-masing program. Program strategis pada
level 1, adalah program strategis kunci sebagaimana pada Tabel
5 ditunjukkan dengan bobot driver power masing-masing DP =
1,00. Berdasarkan analisis ISM ditemukan tiga program
strategis kunci dalam pengembangan kakao di daerah
perbatasan terluar Indonesia, seperti pada Gambar 10, yaitu (1)
penerapan kebijakan harga, (2) penerapan Teknik pengolahan
produk sekunder, dan (3) penerapan teknik pengolahan produk
primer. Ketiga hal ini sesungguhnya tidak menjadi rahasia
dihampir semua daerah kakao bahwa yang menjadi masalah
utama dalam agribisnis kakao adalah persoalan harga. Variabel
harga inilah yang membuat petani beralih ke komoditi lain atau
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tetap bertahan pada kakao. Demikian pula dengan penerapan
teknik pengolahan produk sekunder dan penerapan teknik
pengolahan produk primer menjadi penting supaya petani tidak
hanya bergantung pada harga biji kakao dan lebih memudahkan
untuk menjangkau pasar.

Penerapan \ Penerapan Teknik Penerapan teknik
Level 1 Kebijakan ‘ pengolahan produk pengolahan produk

Harga sekunder primer

Diversifikasi tanaman
Level 2 kakao dengan tanaman
produktif

Transportasi Penerapan Teknik
Level 3 | porta ban ¢
input pertanian Produksi

Penumbuh-kembangan Penerapan Sistem
Level 4 Industri Hilir Pengendalian Hama
Terpadu
Penerapan Teknik Penyiapan benih sesuai
Level 5 Pengendalian Busuk kebutuhan/pengalaman

Buah petani

Penerapan Manajemen
Level 6 pan *and)
Agribisnis

Penerapan Teknik
Level 7 pengendalian penyakit
pembuluh kayu

Pemberdayaan Pemberdayaan Forum
Level 8 Sistem Kebersamaan Koordinasi

Ekonomi Manajemen Kebun

Gambar 10. Model Struktur program strategi dalam upaya
peningkatan produksi kakao yang mampu mereduksi kemiskinan
petani kakao di daerah perbatasan terluar
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Program strategis pada level 2 diversifikasi tanaman
kakao dengan tanaman produktif lain, dengan bobot driver
power = 093 (Tabel 5). Program ini menjadi penting
berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa rendahnya
produksi disebabkan oleh adanya tanaman kakao yang salah
kelola dan/atau diterlantarkan oleh petani. Hal ini banyak
terjadi ditahun-tahun awal sebelum tanaman kakao produktif,
banyak petani yang meninggalkan lahan usaha kebunnya untuk
mencari penghasilan lain demi pemenuhan kebutuhan
rumahtangganya. Karena itu diversifikasi tanaman kakao dengan
tanaman produktif lain adalah salah satu solusi bagi petani kecil
yang ada diperdesaan untuk menunjang ekonomi keluarganya
sebelum kakao produksi dan/atau untuk membantu
memperoleh penghasilan di luar kakao.

Program strategis pada level 3 adalah pengembangan
transportasi input pertanian dan penerapan teknik produksi
dengan bobot driver power = 0,93 (Tabel 5). Kedua program ini
sangat diharapkan dalam pengembangan produksi kakao.
Pengembangan transportasi input pertanian dapat memberikan
kemudahan bagi pelaku usaha kakao dalam mendistribusikan
pupuk dan material lainnya. Disamping itu, akan berdampak
terhadap penurunan biaya produksi.

Program strategis pada level 4 adalah
penumbuhkembangan industri hilir dan penerapan system
pengendalian hama terpadu. Pengembangan industri hilir dalam
pengembangan kakao merupakan program yang amat strategis
dengan menempati level 4. Dengan adanya industri bagi suatu
komoditi, akan berdampak terhadap peluang pasar. Ini artinya
semakin membuka peluang bagi petani untuk dapat mendesain
ekonomi dan kehidupan keluarganya yang lebih cemerlang.

Program penumbuhkembangan industri hilir ini selevel
dengan penerapan system pengendalian hama terpadu (PHT).
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Untuk pengembangan PHT ini, petani perlu punya pengetahuan
yang luas dan komprehensif. Karena itu perlu didukung oleh
kelembagaan yang memiliki lembaga diklat dan penyuluhan
yang kuat, sehingga mampu memberikan pengetahuan kepada
petani tentang prinsip-prinsip PHT.

Program strategis pada level 5 adalah penyiapan benih
sesuai dengan kebutuhan/pengalaman petani dan teknik
penerapan pengendalian busuk buah; adalah dua program yang
dianggap strategis berdasarkan analisis ISM pada peringkat
kepentingan kelima. Kebutuhan bibit merupakan kebutuhan
penting bagi petani, terutama bagi mereka yang sudah memiliki
tanaman kakao yang sudah waktunya untuk peremajaan. Dalam
beberapa kasus pemberian bantuan bibit kepada petani, sering
terjadi masalah dimana jenis bibit tidak sesuai dengn
pengetahuan teknologi pemeliharaan dan kebiasaan petani.
Karena itu bibit sering digunakan dan petani mencari bibit lain
sesuai dengan pengetahuan dan kebiasaannya.

Pengendalian penyakit busuk buah merupakan program
strategis untuk peningkatan produksi kakao. Intensitas daya
rusak penyakit ini mampu menurunkan produksi sampai + 85%.
Karena itu untuk pengendalian penyakit busuk buah ini yang
terpenting adalah kita perlu merubah perilaku petani melalui
peningkatan pengetahuan dan kedisiplinan dalam berusahatani.

Program strategis pada level 6 adalah penerapan
manajemen agribisnis; kegagalan petani dalam pengembangan
kakao di Indonesia merupakan kegagalan penerapan fungsi
kelembagaan kakao pada umumnya yang tidak mampu
mengayomi fungsi agribisnis kakao yang meliputi antara lain:
(1) pengadaan dan penyaluran sarana produksi yang tidak
kondusif, sehingga (2) kegiatan budidaya (produksi primer)
mengalami banyak kendala, (3) Agroindustri dan/atau
pengolahan hanya ada di beberapa daerah, dan (4) hal ini
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semakin memperparah harga dan pemasaran. Karena itu
diperlukan upaya kelembagaan yang mampu menormalisir
manajemen agribisnis agribisnis kakao.

Program strategis pada level 7 adalah sama dengan
program di level 5 yang menyangkut pengendalian penyakit
yaitu penerapan teknik pengendalian penyakit pembuluh kayu.
Menurunnya produksi kakao disebabkan oleh beberapa faktor
penyakit. Disamping penyakit penyakit busuk buah satu lagi
diantaranya adalah penyakit pembuluh kayu. Penyakit ini
semakin parah menyerang tananam yang sudah berumur tua
seperti di Sulawesi Selatan. Karena itu diperlukan pengendalian
terpadu dibawah koordinasi secara melembaga.

Program strategis pada level 8 adalah pemberdayaan
system kebersamaan ekonomi dan pemberdayaan forum
koordinasi ekonomi kebun; strategi ini berawal dari
pemberdayaan petani melalui Kelompok Tani/Gapoktan.
Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui Sistem Kebersamaan
Ekonomi dengan menerapkan manajemen kemitraan yang
meliputi aspek-aspek, antara lain: (1) Sumberdaya manusia, (2)
Kelembagaan, (3) Budidaya, (4) Keuangan, dan (5) Kemitraan.
Untuk mencapai tujuan yang direncanakan, strategi yang
digunakan adalah akumulasi asset, modal, gagasan,
keterampilan, kebutuhan dan kemitraan petani, melalui
metode/pendekatan Partisipatif, FGD, dan Spirit Kemitraan.
Melalui proses ini petani terangkum dalam kesatuan ekonomi
(kelompok produktif). Selanjutnya kelompok produktif ini akan
melahirkan wadah kebersamaan Ekonomi Forum Koordinasi
Manajemen Kebun, berbentuk koperasi pekebun kakao.
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CHAPTER V
Penutup

Kunci keberhasilan pengelolaan potensi sumberdaya lokal
wilayah perbatasan berada pada lembaga-lembaga (SKPD) di daerah
otonom (kabupaten/kota). Berdasarkan struktur kelembagaan (Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota), penguatan kelembagaan pengelolaan
potensi sumberdaya lokal sebaiknya lebih terfokus pada lembaga-
lembaga yang ada di daerah perbatasan (kabupaten/kota). Lembaga-
lembaga ini lebih memiliki hubungan struktural dan kedekatan
emosional dengan sumberdaya yang ada di daerah perbatasan. Hasil
analisis ISM menunjukkan bahwa dari 32 lembaga yag dianalisis,
ditemukan 15 lembaga yang sebaiknya berperan penting dalam
kelembagaan produksi kakao di daerah perbatasan terluar Indonesia.
Diantara ke-15 lembaga tersebut, ada beberapa di antaranya sudah
menunjukkan peran yang positif selama ini, dan tiga lembaga
berfungsi sebagai pemeran kunci yaitu Dinas Perkebunan Provinsi,
Badan Penyuluhan Perkebunan Lapangan Kabupaten, dan Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Meskipun demikian
hasilnya belum mampu mewujudkan sistem kelembagaan yang efektif
dalam mengangkat petani kakao dari kemiskinan, akibat masih
banyaknya lembaga yang belum menjalankan tupoksinya yang terkait
dengan pengentasan petani kakao di daerah perbatasan terluar
Indonesia. Dari ke-14 sub elemen yang dianalisis, ditemukan 10
diantaranya dapat diterapkan sebagai program strategis sebagai
upaya peningkatan produksi kakao yang mampu mereduksi
kemiskinan petani di daerah perbatasan terluar Indonesia. Diantara
ke-10 sub elemen tersebut, ada tiga yang dapat diharapkan sebagai
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program kunci, yaitu: (1) penerapan teknik pengolahan produk primer
(fermentasi), (2) penerapan teknik pengolahan produk sekunder

(produk samping, produk antara, dan produk akhir), (3) penerapan
kebijakan harga.
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MONOGRAF MODEL KELEMBAGAAN PERTANIAN

Dalam pembangunan pertanian  dan perdesaan, peran  aransemen
kelembagaan, modal sosfal dan derajat keterlibatan individu dalam
masyarakat menjadi demikian vital, Bahkan dapat menentukan keberhasilan
program intervensedan perubahan sasial yang lebih maju, Revolusi Pertanian
4.0 mensyaratkan peningkatan kapasitas dan kapabllitas SDM, modal sosial
dan aransemen kelembagaan menuju efisiensi dan efektivitas sistem rantai
nilai dari hulu, tengah dan hilie. Buku ini berusaha menjawab fenomena
kompleks tersebut dengan sistematika dan bahasa yang mudah dicerna, Siapa
pun yang pedull pada pembangunan pertanian dan perdesaan khususnya
untuk wilayah perbatasan, periu menjadikan monograf inl sebagai referens| yang amat berharga.
(Professor Bustanul Arifin, Guru Besar llmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan
Wakil Ketua Umum PP PERHEPI)

Saatnya pemerintah peru membangun Indonesia darl pinggiran terluar dan
menjadikan pembangunan pertanian sebagal pintu masuk peningkatan
kesejahteraan. Buku inl mengupas [ssu struktural yang dihadapi petani di
perbatasan {lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga, aspek budidaya,
instrumen harga) dan alternatif solusinya. Anallsis komprehensif yang tajam
sangat relevan sebzagal pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan
program peningkatan produksi pertanian yang berdayasaing. Dengan analisis
ISM, buk.J [ni_dengan sangat baik mensintesis peringkat kestrategisan program yang ditawarkan
dalam memperkuat kelembagaan pertanian di wilayah perbatasan. (Dr. Ir. | Ketut Kariyasa, M.SI,
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian).

Kelembagaan pembangunan pertanian adalah kelembagaan yang mendorong
perubahan terencana pada bidang pertanian. Perubahan itu sangat ditentukan
oleh fungsi kelembagaannya. Manograf Ini memetakan entitas kelembagasn
yang beroperasi dalam pembangunan pertanian di wilayah terluar Indonesia
dan mengklarifikasi lembaga yang berperan dalam empat Kategori posisi
{Independent, linkage, Dependent, Autenomous). Buku ini leblh menekankan
AN ¢ makna organisasi dan kelembagaan (lembaga) dibanding makna pranata. Buku
ini juga menawarkan program strategis bagi keherfungsian lembaga yang dipetakan dalam
mendorong kemajuan pembangunan pertanian di perbatasan. Dengan substansi yang demikian
itu, buku ini menjadi perlu untuk pengambil kebijakan atau untuk basis penelitian lanjutan.
{Professor Darmawan Salman, Ketua Program Studi S3 llmu Pertanian, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Hasanuddin),
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